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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan komponen strategis utama yang menentukan 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Pengelolaan yang efektif 

terhadap komponen tersebut sangat penting bagi kelangsungan operasional 

perusahaan karena mencakup penanganan hubungan pegawai, pengelolaan tenaga 

kerja, dan pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas pengelolaan tidak hanya 

bergantung pada keterampilan individu, tetapi juga pada sistem administrasi 

kepegawaian yang terorganisir dengan baik, sistematis, dan mematuhi peraturan. 

Dalam konteks tersebut, manajemen sumber daya manusia berfungsi sebagai alat 

untuk memastikan bahwa semua proses ketenagakerjaan direncanakan, dicatat 

dengan benar, dan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan maupun 

pegawainya. 

Pekerjaan administratif mencakup berbagai tugas yang berkaitan dengan 

pengelolaan hubungan kerja, termasuk perekrutan, penempatan pegawai, 

pengelolaan data pegawai, serta pemutusan atau perpanjangan kontrak. Di 

perusahaan yang beroperasi berdasarkan proyek, salah satu bentuk hubungan kerja 

yang umum digunakan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Jenis 

perjanjian ini dibuat untuk pekerjaan tertentu sesuai kebutuhan perusahaan, 

sehingga memungkinkan penyesuaian tenaga kerja secara fleksibel sesuai durasi 

dan sifat pekerjaan. 

PKWT diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang mencakup perjanjian kerja 

waktu tertentu, outsourcing, jam kerja, dan pemutusan hubungan kerja. Peraturan 

tersebut mengharuskan pelaksanaan PKWT dilakukan dengan benar melalui proses 

administratif yang terstruktur. 

Penggunaan PKWT memerlukan sistem administrasi yang terencana dengan 

baik, terutama dalam proses perpanjangan kontrak. Proses ini tidak hanya bertujuan 
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untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga untuk memastikan kejelasan 

status karyawan serta kelangsungan pekerjaan di dalam unit kerja terkait. Proses 

administrasi perpanjangan kontrak meliputi pengajuan oleh unit kerja, verifikasi 

dokumen, dan penerbitan kontrak baru. Penyampaian dokumen yang tepat waktu 

dan kelengkapan dokumen merupakan faktor penting untuk memastikan proses 

berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Di PT Surveyor Indonesia Cabang Jakarta, pengelolaan urusan kepegawaian 

administratif termasuk perpanjangan kontrak kerja ditangani oleh Fungsi Human 

Capital. Prosedur ini dilaksanakan melalui koordinasi antara Bagian Operasi, yang 

bertindak sebagai pengusul, dan Fungsi Human Capital, yang menangani 

pengelolaan administratif. Koordinasi yang baik diperlukan karena setiap langkah 

memerlukan penanganan data yang cermat, kelengkapan dokumen, dan persetujuan 

dari pihak yang berwenang. 

Meskipun demikian, proses perpanjangan PKWT di perusahaan tersebut masih 

menghadapi beberapa kendala. Tantangan-tantangan tersebut meliputi 

keterlambatan dalam mengonfirmasi kebutuhan tenaga kerja, ketergantungan pada 

keputusan pihak eksternal, proses persetujuan berjenjang, serta penyesuaian data 

pada tahap verifikasi. Situasi tersebut dapat memengaruhi ketepatan waktu 

penerbitan kontrak dan kelancaran proses administratif. Oleh karena itu, koordinasi 

yang efektif, administrasi yang akurat, dan kepatuhan terhadap prosedur merupakan 

faktor penting untuk memastikan perpanjangan kontrak berjalan lancar. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, prosedur perpanjangan PKWT merupakan 

bagian penting dari administrasi kepegawaian yang memerlukan perencanaan yang 

cermat, koordinasi yang efektif, dan ketelitian pada setiap langkahnya. Penulisan 

mengenai prosedur perpanjangan PKWT di PT Surveyor Indonesia Cabang Jakarta 

diperlukan untuk meningkatkan administrasi kepegawaian, memastikan kejelasan 

hubungan kerja, serta menjamin prosedur perpanjangan PKWT dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana prosedur perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) pada administrasi kepegawaian di PT Surveyor Indonesia 

(Persero) Cabang Jakarta? 

2) Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan prosedur perpanjangan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada administrasi kepegawaian di 

PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta? 

3) Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan prosedur perpanjangan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada administrasi kepegawaian di 

PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang 

ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1) Menjelaskan prosedur perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) pada administrasi kepegawaian di PT Surveyor Indonesia 

(Persero) Cabang Jakarta. 

2) Menjelaskan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan prosedur 

perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada administrasi 

kepegawaian di PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta. 

3) Menjelaskan hambatan dan solusi yang terjadi dalam pelaksanaan prosedur 

perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada administrasi 

kepegawaian di PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, antara lain sebagai berikut: 

1) Bagi Penulis 
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Laporan tugas akhir diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, 

pengetahuan, dan pengalaman penulis terkait pelaksanaan prosedur 

perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam administrasi 

kepegawaian. 

2) Bagi PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta 

Laporan tugas akhir diharapkan menjadi masukan dan gambaran umum 

mengenai pelaksanaan prosedur perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) guna mendukung kelancaran administrasi kepegawaian. 

3) Bagi Politeknik Negeri Jakarta 

Laporan tugas akhir diharapkan sebagai referensi dan sumber informasi bagi 

mahasiswa, terutama yang mempelajari administrasi perkantoran dan 

manajemen sumber daya manusia. 

4) Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan 

Laporan tugas akhir diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan rujukan 

tambahan bagi peneliti atau pihak lain yang ingin mempelajari pelaksanaan 

prosedur perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk 

memperoleh data yang relevan, yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah proses memeriksa atau mengamati situasi atau kondisi 

tertentu di suatu tempat untuk mengumpulkan data atau informasi yang 

membantu mencapai tujuan tertentu (Zanariyah, 2024). Penulis mengamati 

kegiatan-kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan fungsi Human 

Capital terkait proses perpanjangan PKWT. 

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, penulis menggunakan lembar 

observasi sebagai panduan untuk memantau kegiatan-kegiatan, termasuk 

keseluruhan pelaksanaan perpanjangan PKWT dari awal hingga akhir, 

memeriksa apakah prosedur telah diikuti secara maksimal atau belum, serta 

masalah apa yang terjadi selama proses perpanjangan PKWT. Dengan 
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menggunakan metode ini, penulis memperoleh pemahaman langsung 

mengenai bagaimana prosedur perpanjangan PKWT dilaksanakan dan apakah 

hal tersebut sejalan dengan peraturan perusahaan yang berlaku. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana pewawancara 

berbicara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi 

mendalam mengenai topik atau kegiatan tertentu (Ardiansyah dkk., 2023). 

Penulis mewawancarai Manager Business Support dan Pimpinan Proyek 

(Pimpro) yang terlibat dalam pelaksanaan perpanjangan PKWT. 

Wawancara tersebut dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai 

prosedur perpanjangan PKWT, peran dan tanggung jawab masing-masing 

pihak yang terlibat, proses koordinasi selama perpanjangan, kendala yang 

dihadapi selama pelaksanaannya, serta solusi yang telah dijalani dari hambatan 

tersebut. Informasi yang dikumpulkan dari wawancara digunakan sebagai data 

pendukung untuk melengkapi hasil observasi dan dokumentasi dalam 

penyusunan laporan tugas akhir. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan memanfaatkan 

dokumen atau catatan peristiwa yang ada, yang dapat berupa teks tertulis, 

gambar, atau jenis arsip lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas 

(Rumina, 2024). Dokumentasi digunakan untuk mendukung dan memperkuat 

data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. 

Penulis mengumpulkan data berupa dokumen, arsip, formulir, dan data 

administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perpanjangan PKWT. 

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan meliputi rekapitulasi masa berlaku 

kontrak, formulir permohonan permintaan pegawai, draf PKWT, serta 

dokumen pendukung lainnya yang digunakan dalam proses perpanjangan 

PKWT. Data dokumentasi tersebut digunakan untuk melengkapi dan 

memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta 

untuk memberikan informasi tambahan yang relevan dalam menggambarkan 

pelaksanaan prosedur perpanjangan PKWT. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai prosedur perpanjangan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) dalam administrasi kepegawaian di PT Surveyor 

Indonesia Cabang Jakarta, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Prosedur perpanjangan PKWT di PT Surveyor Indonesia Cabang Jakarta 

dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu monitoring masa berlaku kontrak 

personel, konfirmasi kebutuhan perpanjangan personel, pengajuan 

perpanjangan PKWT, verifikasi dan persetujuan pengajuan, verifikasi data dan 

penyusunan kontrak PKWT, paraf dan penandatanganan kontrak, serta 

pembaruan data SI-TMS dan pengarsipan dokumen. Pelaksanaan prosedur 

tersebut dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan koordinasi 

antarbagian serta didukung oleh pemanfaatan sistem SI-TMS, SAPA HC, dan 

dokumen administrasi manual. 

2) Pelaksanaan perpanjangan PKWT di PT Surveyor Indonesia Cabang Jakarta 

melibatkan beberapa pihak, yaitu Human Capital (HC), Pimpinan Proyek 

(Pimpro), Administrasi Operasi (Adop), manajemen perusahaan, Divisi Human 

Capital kantor pusat, dan personel PKWT. Masing-masing pihak memiliki 

peran sesuai dengan kewenangannya, mulai dari monitoring masa kontrak, 

evaluasi kebutuhan personel, pengajuan administrasi, verifikasi dan 

persetujuan, penyusunan kontrak, hingga penandatanganan dan pengarsipan 

dokumen. 

3) Hambatan dalam pelaksanaan perpanjangan PKWT di PT Surveyor Indonesia 

Cabang Jakarta meliputi keterlambatan konfirmasi kebutuhan personel, 

ketergantungan terhadap adendum kontrak dari pihak klien, proses persetujuan 

yang masih berjenjang, serta ketidaksesuaian data pada tahap verifikasi. Upaya 

yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi 

pemantauan masa berlaku kontrak melalui sistem SI-TMS, peningkatan 

koordinasi dengan pihak terkait, pemanfaatan sistem SAPA HC dalam proses 
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pengajuan, serta pemeriksaan dan konfirmasi ulang data sebelum kontrak 

diterbitkan. 

 

5.2 Saran  

Pelaksanaan administrasi perpanjangan PKWT di PT Surveyor Indonesia 

Cabang Jakarta telah didukung oleh prosedur kerja dan sistem administrasi 

operasional. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan 

untuk meningkatkan kelancaran, efektivitas, dan efisiensi proses perpanjangan 

PKWT. Oleh karena itu, beberapa saran berikut dapat menjadi landasan untuk 

mendorong pelaksanaan perpanjangan PKWT pada masa mendatang: 

1) Meningkatkan Koordinasi Antarbagian 

Koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses perpanjangan 

PKWT harus terus diperkuat guna mendukung pertukaran informasi dan 

manajemen waktu di setiap tingkatan administratif. Diharapkan bahwa 

koordinasi yang lebih terstruktur antara Pimpro, Adop, HC, dan klien mampu 

meningkatkan proses identifikasi kebutuhan personel serta memaksimalkan 

potensi keberhasilan dalam pengajuan perpanjangan kontrak. 

2) Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi 

Pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan administrasi perpanjangan 

PKWT harus dioptimalkan guna proses pengajuan dapat berjalan lebih efektif 

dan efisien. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat mempermudah 

pemantauan setiap tahapan pengajuan, meningkatkan pengendalian proses 

administrasi, serta mengurangi kendala yang masih muncul akibat adanya 

beberapa tahapan yang dilakukan secara manual. 

3) Penguatan Pengendalian Data Administratif 

Sangat penting untuk meningkatkan pengendalian data administratif sejak 

tahap awal pengajuan perpanjangan PKWT guna memastikan bahwa 

informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen kontrak telah akurat, 

lengkap, dan sesuai. Pelaksanaan pemeriksaan data pada tahap awal 

diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya revisi selama tahap 

verifikasi serta memperlancar penyelesaian dokumen kontrak secara lebih 

efektif. 
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Lampiran 3 Pedoman Wawancara 1 

 

Nama Narasumber : Ibu Intan Alvionita 

Jabatan  : Manager Business Support 

Lokasi Wawancara : PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta 

Pertanyaan  : 

1. Bagaimana prosedur perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

pada PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta? 

2. Kendala apa saja yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan perpanjangan 

PKWT? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? 

4. Apakah pelaksanaan perpanjangan PKWT saat ini sudah berjalan efektif? Apa 

yang masih perlu diperbaiki dari proses tersebut? 

5. Pihak-pihak apa saja yang terlibat dalam proses perpanjangan PKWT dan 

bagaimana perannya? 
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Lampiran 4 Pedoman Wawancara 2 

 

Nama Narasumber : Bapak Muhammad Aulia Rizal 

Jabatan  : Pimpinan Proyek 

Lokasi Wawancara : PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta 

Pertanyaan  : 

1. Bagaimana prosedur pengajuan perpanjangan PKWT dari sisi proyek? 

2. Kendala apa saja yang biasanya terjadi dalam proses pengajuan perpanjangan 

PKWT? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? 

4. Apakah pelaksanaan perpanjangan PKWT saat ini sudah berjalan efektif? Apa 

yang masih perlu diperbaiki? 

5. Apa peran Pimpinan Proyek dalam proses perpanjangan PKWT? 
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Lampiran 5 Transkrip Wawancara 1 

 

Nama Narasumber : Ibu Intan Alvionita 

Jabatan  : Manager Business Support 

Lokasi Wawancara : PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta 

 

Pewawancara : Bu, saya mau tanya, bagaimana sebenarnya prosedur 

perpanjangan PKWT di PT Surveyor Indonesia Cabang Jakarta? 

Narasumber : Jadi untuk PKWT itu dikelola melalui sistem SI-TMS. Di sistem 

itu sudah ada notifikasi otomatis untuk personel yang kontraknya 

akan habis sekitar satu bulan sebelum masa kontraknya berakhir. 

Biasanya kami mengambil data dari sistem tersebut, lalu 

mengonfirmasi ke user apakah personel yang bersangkutan masih 

dibutuhkan dan akan diperpanjang atau tidak. Biasanya kami 

menyebarkan daftar nama tersebut ke grup WhatsApp khusus user-

user personel. Jadi kami konfirmasi dulu ke user terkait kebutuhan 

personelnya. Kalau sudah ada konfirmasi bahwa personel akan 

diperpanjang, kami menghubungi Adop atau Administrasi Operasi 

yang menangani proyek tersebut untuk memproses pengajuannya. 

Nah, pengajuan ini berjalan melalui dua jalur sekaligus, yaitu 

melalui sistem SAPA HC dan melalui dokumen fisik berupa Form 

Permohonan Perpanjangan atau Rekrutmen Personel. 

Pewawancara    : Kenapa harus pakai sistem dan manual sekaligus, Bu? 

Narasumber : SAPA HC itu sebenarnya digunakan untuk meminta persetujuan 

ke kantor pusat. Jadi pusat akan melakukan verifikasi apakah 

personel tersebut bisa diperpanjang dan apakah anggarannya 

tersedia untuk pembayaran gajinya. Karena proses di pusat juga 

membutuhkan waktu dan harus menunggu antrean, biasanya kami 

menjalankan proses manual secara paralel. Jadi sambil menunggu 

verifikasi dari pusat, kami tetap memproses kontrak berdasarkan 

form yang sudah diajukan. Isi kontrak tersebut kami sesuaikan 

dengan data yang ada di form, mulai dari nominal gaji, jangka 
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waktu kontrak, tunjangan, sampai kalau ada pasal tambahan 

tertentu, misalnya terkait reward atau tunjangan khusus. Kalau ada 

data yang berbeda dengan kontrak sebelumnya, biasanya kami 

konfirmasi lagi ke Adop atau user terkait. 

Pewawancara    : Lalu bagaimana alur persetujuan dan tanda tangannya? 

Narasumber : Setelah kontrak selesai dibuat, dokumen akan diparaf secara 

berjenjang. Mulai dari tim SDM, kemudian user, Pimpro, Manager 

Operation, Senior Manager Operation, sampai terakhir General 

Manager. Idealnya personel menandatangani kontrak langsung di 

depan SDM supaya kami bisa menjelaskan isi kontrak dan 

memberikan informasi terkait penilaian kinerja sebelumnya. Tapi 

karena banyak personel yang bekerja di lapangan dan jumlahnya 

juga cukup banyak, praktiknya tidak selalu bisa seperti itu. 

Biasanya kontrak dititipkan melalui Adop atau dikirim ke 

personelnya untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani baru 

dikembalikan lagi ke SDM. Kadang proses ini juga memerlukan 

waktu karena Adop harus mencari waktu untuk bertemu dengan 

personel yang bersangkutan. 

Pewawancara : Kalau dokumen perpanjangan itu cuma form saja atau ada 

dokumen lain yang dibutuhkan?  

Narasumber : Sebenarnya ada Form Penilaian Personel yang digunakan untuk 

menilai sikap, kompetensi, dan kinerja personel sebelum dilakukan 

perpanjangan kontrak. Namun karena banyak personel yang 

bekerja di lapangan, proses penilaian tersebut tidak selalu mudah 

dilakukan. User yang berada di kantor kadang tidak melihat secara 

langsung bagaimana kinerja personel di lapangan. Kalau 

diserahkan ke penanggung jawab lapangan juga lokasinya sering 

berjauhan. Karena itu, form penilaian tersebut saat ini tidak lagi 

menjadi syarat yang benar-benar wajib dalam proses perpanjangan 

kontrak. Selain itu, perusahaan juga sudah memiliki sistem 

penilaian kinerja tahunan atau KPI yang sudah berjalan secara 

sistematis sehingga sebagian fungsi penilaian manual tersebut 
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sudah tergantikan. Kalau tidak ada perubahan data administrasi 

personel, biasanya cukup menggunakan form pengajuan 

perpanjangan karena data-data sebelumnya sudah tersimpan. 

Pewawancara    : Berarti sekarang lebih banyak menggunakan sistem ya, Mba? 

Narasumber : Iya, sekarang lebih banyak menggunakan sistem. 

Pewawancara : Apa kendala yang paling sering Ibu temui dalam proses 

perpanjangan PKWT? 

Narasumber : Kendala yang paling sering adalah koordinasi. Kadang kami harus 

melakukan follow up berkali-kali kepada user untuk memastikan 

apakah personel akan diperpanjang atau tidak. Karena beban kerja 

user juga cukup banyak, pesan di grup WhatsApp sering tertimbun 

dan tidak langsung terbaca. Selain itu ada juga kendala terkait 

anggaran. Kadang ada Pimpro yang mengira personel tertentu 

sudah dianggarkan pada proyek lain, ternyata belum. Akibatnya 

Adop harus mencari kembali pembebanan anggaran yang sesuai. 

Kendala lainnya adalah ketika kontrak personel sudah mendekati 

masa berakhir tetapi form pengajuannya belum masuk. Jadi proses 

perpanjangannya menjadi terlambat karena masih menunggu 

koordinasi dari pihak terkait. 

Pewawancara : Menurut Ibu, apakah proses perpanjangan PKWT saat ini sudah 

berjalan efektif? 

Narasumber : Kalau menurut saya, secara alur sebenarnya sudah cukup baik. 

SAPA HC juga sudah membantu proses pengajuan ke pusat. Yang 

masih menjadi kendala adalah beberapa tahapan masih dilakukan 

secara manual. Saat ini proses approval internal belum sepenuhnya 

tersedia di sistem. Karena itu dokumen manual masih digunakan 

dan prosesnya tetap harus menunggu paraf maupun tanda tangan 

dari pejabat terkait. Kalau kedepannya proses approval dan tanda 

tangan bisa dilakukan secara digital, menurut saya akan jauh lebih 

efektif.  

Pewawancara : Berarti harus menunggu paraf dan tanda tangan juga ya, Bu? 
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Narasumber : Iya. Untuk paraf di SDM mungkin bisa cepat. Tapi setelah masuk 

ke pejabat lain kadang harus menunggu karena yang bersangkutan 

sedang dinas luar atau tidak berada di kantor. Kalau semuanya 

sudah digital akan lebih mudah. Personel juga bisa melihat posisi 

kontraknya sudah sampai mana, apakah masih dalam proses, sudah 

diajukan, atau masih menunggu approval. Kalau sekarang kadang 

personel hanya menunggu informasi dan mengira kontraknya 

masih tertahan di SDM, padahal sebenarnya sedang menunggu 

proses di pihak lain.  

Pewawancara : Kalau untuk follow up perpanjangan berarti lebih banyak 

dilakukan oleh SDM ya, Bu? 

Narasumber : Kalau yang sekarang iya. Karena Adop tidak memegang data 

masa berlaku kontrak secara penuh. Mereka lebih banyak berperan 

di tahap pengajuan awal. Sebenarnya idealnya Adop juga memiliki 

data masa kontrak personel. Ada beberapa Adop yang cukup aware 

dan aktif mengingatkan ketika kontrak personel akan habis. Tapi 

sebagian besar tetap SDM yang harus melakukan follow up. Jadi 

kami yang lebih sering jemput bola untuk memastikan proses 

perpanjangan berjalan tepat waktu. 

Pewawancara : Baik, Bu. Mungkin cukup itu saja pertanyaan dari saya. Terima 

kasih banyak atas waktu dan informasinya ya, Bu. 

Narasumber : Iya, sama-sama. 
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Lampiran 6 Transkrip Wawancara 2 

 

Nama Narasumber : Bapak Muhammad Aulia Rizal 

Jabatan  : Pimpinan Proyek 

Lokasi Wawancara : PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta 

 

Pewawancara : Pak, sebagai Pimpinan Proyek nih, saya mau tanya. Sebenarnya 

prosedur pengajuan perpanjangan PKWT di PT Surveyor 

Indonesia Cabang Jakarta itu gimana, Pak? 

Narasumber : Jadi untuk prosedur pengajuan perpanjangan PKWT itu 

sebenarnya beda-beda ya. Jadi setiap proyek itu bisa punya 

karakteristik yang berbeda. Mungkin saya ambil contoh dari 

proyek saya yang ada di PT Freeport Indonesia. Nah, kalau di 

proyek Freeport ini bentuk kontraknya lumpsum tahunan. Jadi 

setiap tahun ada perpanjangan kontrak dengan klien. Karena itu, 

untuk personelnya juga biasanya kita mengajukan perpanjangan 

mengikuti kontrak kita dengan klien tersebut. Kalau prosedurnya 

sendiri, biasanya kita menunggu konfirmasi dari klien dulu terkait 

adendum perpanjangan kontrak. Jadi kalau misalnya adendum 

kontraknya sudah keluar, baru kita proses di internal Surveyor 

Indonesia. Biasanya sekitar dua bulan sebelum kontrak habis kita 

sudah mengingatkan user terkait kontrak-kontrak personel yang 

akan habis. Jadi kita tanyakan apakah akan diperpanjang atau tidak. 

Cuma memang kalau pengalaman saya, waktu dua bulan itu 

kadang masih kurang buat follow up. Karena proses di internal 

klien juga cukup panjang. Mereka punya proses sendiri, ada 

approval dan lain-lain. Jadi memang sering memakan waktu juga. 

Nah, untuk pengajuan di kita sekarang sudah menggunakan 

aplikasi baru, namanya SAPA HC. Jadi urusan perpanjangan 

kontrak personel sekarang dilakukan melalui aplikasi tersebut. 

Cuma karena ini masih aplikasi baru ya, kita juga masih terbantu 

dengan form pengajuan manual dari internal.  Kalau untuk form 
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pengajuan internal itu biasanya dari koordinator yang mengajukan 

dulu. Nanti setelah itu dimintakan approval ke Manager 

Operation, kemudian Senior Manager Operation, lalu terakhir ke 

General Manager. Kalau sudah sampai General Manager dan 

ditandatangani, biasanya proses pembuatan kontrak sudah bisa 

dilakukan. 

Pewawancara : Oh, berarti sekarang pengajuannya lewat SAPA HC, tapi masih 

dibantu juga sama form manual ya, Pak? 

Narasumber : Iya, betul. Karena SAPA HC ini kan masih baru juga. Jadi untuk 

beberapa hal kita masih menggunakan form pengajuan manual 

supaya prosesnya tetap berjalan. 

Pewawancara : Kalau yang membuat pengajuannya sendiri biasanya dari Adop 

atau gimana, Pak? 

Narasumber : Biasanya yang menyiapkan administrasinya Adop. Tapi untuk 

informasi terkait kebutuhan personel, besaran gaji, tunjangan, dan 

hal-hal lain yang berkaitan dengan personelnya itu biasanya dari 

koordinator proyek. Jadi Adop membantu dari sisi administrasi, 

sementara informasi terkait personelnya tetap berasal dari 

koordinator. 

Pewawancara : Oh, jadi tetap ada pengajuannya ya, Pak. Adop yang bantu proses 

administrasinya, tapi informasinya dari koordinator. 

Narasumber : Iya, betul. 

Pewawancara : Kalau untuk pengajuan perpanjangan sendiri, dokumen yang 

dibutuhkan apa aja, Pak? 

Narasumber : Kalau perpanjangan sebenarnya lebih gampang ya. Karena 

asumsi dasarnya dokumen personel tersebut sudah ada dari tahun-

tahun sebelumnya. Jadi biasanya kita hanya mengajukan form 

perpanjangannya saja atau melalui SAPA HC dengan memilih 

menu perpanjangan personel. Kalau di sistem itu nanti sudah ada 

nama-nama personelnya, dia ada di proyek mana, dan data-data 

lainnya juga sudah tersedia. Makanya kalau perpanjangan relatif 

lebih mudah. Yang agak banyak dokumennya itu kalau pengajuan 
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personel baru. Kalau personel baru memang dokumen yang harus 

dilengkapi cukup banyak. Tapi kalau perpanjangan, sejauh ini 

cukup form perpanjangan dan pengajuan melalui SAPA HC. 

Pewawancara : Berarti kalau perpanjangan enggak terlalu ribet ya, Pak, karena 

datanya sudah ada dari kontrak sebelumnya? 

Narasumber : Iya, betul. Jauh lebih mudah dibanding pengajuan personel baru. 

Pewawancara : Kalau selama Bapak menangani perpanjangan kontrak personel, 

biasanya kendala yang paling sering terjadi apa, Pak? 

Narasumber : Kendala yang paling sering itu terkait adendum kontrak dari klien. 

Karena kita juga enggak bisa memastikan kapan adendum kontrak 

tersebut selesai diproses oleh klien. Kayak yang tadi saya cerita, 

misalnya kita sudah mengingatkan dari dua bulan sebelumnya, 

sudah ada diskusi, sudah ada pembicaraan, tapi mereka juga tetap 

harus melalui proses internalnya sendiri. Nah, proses internal itu 

yang kita enggak tahu kapan selesainya. Jadi salah satu kendala 

terbesar memang menunggu adendum kontrak dari klien. Karena 

kita tidak mungkin mengajukan perpanjangan kontrak personel 

kalau adendum kontrak dengan kliennya sendiri belum ada. 

Biasanya itu yang membuat proses perpanjangan jadi delay atau 

pending. Selain itu, karena di Surveyor Indonesia satu Pimpro bisa 

memegang beberapa proyek sekaligus, bahkan bisa lebih dari lima 

proyek, kadang ada juga yang terlewat. Misalnya ada personel yang 

kontraknya habis di tanggal tertentu, tapi karena fokus ke pekerjaan 

yang lain, kadang baru sadar ketika waktunya sudah dekat. Jadi 

memang ada faktor pemantauan juga. 

Pewawancara : Iya juga ya, Pak. Kalau satu orang pegang banyak proyek pasti 

cukup susah buat mantau semuanya. 

Narasumber : Iya, betul. Kadang memang kebagi fokusnya ke pekerjaan lain 

juga. Selain itu ada juga kendala terkait biaya personel. Misalnya 

gaji personel Rp10 juta. Nah, biaya yang harus dikeluarkan 

perusahaan sebenarnya bukan cuma Rp10 juta. Masih ada 

komponen lain seperti pajak, asuransi, dan beban-beban lainnya 
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yang harus diperhitungkan. Makanya biasanya kita diskusi dulu 

dengan bagian keuangan untuk memastikan apakah perhitungan 

dari sisi operasi dan dari sisi keuangan sudah sama atau belum. 

Jangan sampai kita sudah membuat Rencana Anggaran Biaya 

(RAB), ternyata ada komponen biaya yang belum diperhitungkan 

sehingga menimbulkan kekurangan anggaran. 

Pewawancara : Oh, jadi harus dipastikan dulu ya, Pak, supaya nanti anggarannya 

sesuai dan enggak ada kekurangan di tengah jalan? 

Narasumber : Iya. Karena kalau sampai ada yang terlewat, nanti bisa 

berpengaruh ke biaya operasional proyek juga. Sebenarnya hal 

seperti itu cukup sering terjadi. Misalnya terkait asuransi atau 

beban-beban lain yang harus dibayarkan perusahaan. Setiap tahun 

kan bisa saja ada regulasi baru. Nah, kadang dari sisi operasi belum 

tentu langsung update terkait perubahan tersebut. Biasanya bagian 

keuangan yang lebih dulu mengetahui. Mereka nanti akan 

menginformasikan kalau ada perubahan perhitungan atau 

komponen biaya tertentu yang harus dimasukkan. Makanya 

sebelum membuat perhitungan anggaran personel, kami biasanya 

diskusi dulu dengan bagian keuangan. Tujuannya supaya 

perhitungan yang dibuat sudah sesuai dan tidak menimbulkan 

kekurangan anggaran di kemudian hari. Karena ada juga proyek 

yang ternyata setelah dihitung ulang, biaya personelnya lebih besar 

dari yang diperkirakan sebelumnya. Kalau tidak dicek dari awal, 

itu bisa menjadi tambahan beban operasional bagi proyek. 

Pewawancara : Berarti koordinasi dengan bagian keuangan juga cukup penting 

ya, Pak, dalam proses perpanjangan personel ini? 

Narasumber : Iya, cukup penting. Karena selain memastikan kebutuhan 

personel, kita juga harus memastikan bahwa anggaran yang 

disiapkan memang sesuai dengan kebutuhan proyek dan ketentuan 

yang berlaku. 
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Pewawancara : Kalau dari kendala-kendala tadi, biasanya upaya yang dilakukan 

supaya proses perpanjangan kontrak bisa tetap berjalan lancar itu 

bagaimana, Pak? 

Narasumber : Kalau menurut saya, salah satu upaya yang cukup membantu itu 

adanya SAPA HC. Sebenarnya SAPA HC ini sudah menjadi 

terobosan yang bagus ya. Karena proses pengajuan jadi lebih 

terdata dan lebih terstruktur dibanding sebelumnya. Cuma karena 

aplikasinya masih baru, saat ini masih dalam tahap penyesuaian. 

Bisa dibilang masih trial and error juga. Tujuannya sudah bagus, 

tetapi mungkin masih ada beberapa hal yang bisa disempurnakan 

dari sisi fitur maupun proses pengisiannya. 

Pewawancara : Berarti secara sistem sebenarnya sudah membantu ya, Pak? 

Narasumber : Iya, membantu. Cuma kalau menurut saya, khusus untuk 

perpanjangan personel, proses pengisiannya masih cukup panjang. 

Karena saat ini pengajuan personel baru dan pengajuan 

perpanjangan personel menggunakan format pengisian yang 

hampir sama. Padahal kebutuhan datanya berbeda. Kalau personel 

baru saya rasa memang wajar karena semua data harus diinput dari 

awal dan dokumennya juga harus dilengkapi. Tapi kalau 

perpanjangan, sebenarnya data personelnya sudah tersedia di 

sistem. Baik di SDM maupun di Human Capital Pusat sudah ada 

bank datanya. Jadi menurut saya prosesnya bisa dibuat lebih 

sederhana. 

Pewawancara : Maksudnya enggak perlu mengisi ulang semua data ya, Pak? 

Narasumber : Nah, iya. Karena datanya sebenarnya sudah ada. Kalau menurut 

saya, untuk perpanjangan cukup memilih nama personelnya, 

kemudian mengisi durasi kontrak yang diajukan dan nominal 

gajinya. Harusnya itu sudah cukup. Jadi tidak perlu mengulang 

pengisian data yang sebenarnya sudah pernah diinput sebelumnya. 

Kalau itu bisa diterapkan, menurut saya proses perpanjangannya 

akan jauh lebih cepat dan lebih efisien. 

Pewawancara : Iya juga, Pak. Jadi enggak mengulang pekerjaan yang sama. 
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Narasumber : Betul. Karena kalau data yang sama harus diisi berulang-ulang, 

otomatis waktu yang dibutuhkan juga jadi lebih lama. 

Pewawancara : Kalau secara keseluruhan sendiri, menurut Bapak proses 

perpanjangan PKWT yang berjalan sekarang sudah cukup efektif 

atau masih ada banyak yang perlu diperbaiki? 

Narasumber : Kalau secara umum menurut saya sudah berjalan dengan baik. 

Baik melalui form pengajuan manual maupun melalui SAPA HC, 

prosesnya sudah bisa berjalan dan kebutuhan personel proyek juga 

tetap bisa dipenuhi. Cuma memang masih ada beberapa hal yang 

bisa disempurnakan, terutama dari sisi sistem. Kalau proses 

pengisiannya bisa dibuat lebih sederhana dan lebih menyesuaikan 

kebutuhan perpanjangan personel, menurut saya prosesnya akan 

jauh lebih efektif. Karena pada dasarnya data personelnya sudah 

tersedia. Jadi tidak perlu terlalu banyak penginputan ulang. 

Pewawancara : Berarti secara proses sudah berjalan baik, tinggal penyempurnaan 

di sistemnya ya, Pak? 

Narasumber : Iya, kurang lebih seperti itu. 

Pewawancara : Baik, Pak. Mungkin cukup itu saja yang ingin saya tanyakan. 

Terima kasih banyak ya, Pak, atas waktu dan informasinya.  

Narasumber : Siap. Sama-sama, Naswa. Semoga tugas akhirnya lancar. 

Pewawancara : Aamiin. Terima kasih banyak, Pak. 

Narasumber : Iya, sama-sama. 
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Lampiran 7 Lembar Observasi 

 

Judul Tugas Akhir : Prosedur Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  

pada Administrasi Kepegawaian PT Surveyor Indonesia 

(Persero) Cabang Jakarta 

Tempat Observasi : PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Jakarta 

Bagian   : Bagian Business Support  

Objek Observasi : Prosedur Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  

Waktu Observasi : 05 Januari 2026 – 05 Juni 2026 

Observer  : Naswa Qonita Syabita 

 

No Aspek yang Diamati Indikator Observasi Ya Tidak 

1 Monitoring masa 

berlaku kontrak 

HC melakukan monitoring terhadap 

masa berlaku kontrak personel 
✓  

2 Monitoring data 

personel 

HC menyiapkan rekapitulasi 

personel yang masa kontraknya 

akan segera berakhir 

✓  

3 Koordinasi kebutuhan 

personel 

Terdapat koordinasi antara HC 

dengan pimpinan proyek/user 

terkait kebutuhan personel 

✓  

4 Evaluasi kebutuhan 

personel 

Pimpinan proyek/user melakukan 

evaluasi kebutuhan perpanjangan 

personel 

✓  

5 Pengajuan 

perpanjangan PKWT 

Pimpinan proyek/user mengajukan 

usulan perpanjangan kontrak 

personel 

✓  

6 Persiapan dokumen 

pengajuan 

Adop menyiapkan dokumen 

pendukung pengajuan perpanjangan 

PKWT 

✓  

7 Verifikasi administrasi HC memeriksa kelengkapan 

dokumen personel 
✓  
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8 Verifikasi data 

personel 

HC melakukan pengecekan 

kesesuaian data personel 
✓  

9 Persetujuan 

manajemen 

Pengajuan perpanjangan PKWT 

memperoleh persetujuan dari pihak 

manajemen 

✓  

10 Penyusunan draf 

kontrak/adendum 

HC menyiapkan draf perpanjangan 

PKWT atau adendum kontrak 
✓  

11 Penyampaian 

informasi kepada 

personel 

Personel menerima informasi 

mengenai status perpanjangan 

kontrak 

✓  

12 Penandatanganan 

kontrak 

Dokumen perpanjangan PKWT 

ditandatangani oleh pihak terkait 
✓  

13 Pengarsipan dokumen Dokumen perpanjangan PKWT 

disimpan dan diarsipkan oleh bagian 

terkait 

✓  

14 Kesesuaian prosedur Pelaksanaan perpanjangan PKWT 

dilakukan sesuai prosedur 

perusahaan 

✓  

15 Kendala pelaksanaan Terdapat hambatan dalam proses 

perpanjangan PKWT 
✓  
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Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara 
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Lampiran 9 Hasil Uji Turnitin 
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